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KEPALA DESA PUCUKSARI
KABUPATEN KENDAL
PERATURAN DESA PUCUKSARI
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  REALISASI PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PUCUKSARI
Menimbang
: a.
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa  menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pucuksari Tahun Anggaran 2024.  
Mengingat      : 1.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam  Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan         Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6  Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15  dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan  Pemerintahan   Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016  Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor  53 );
21. Peraturan MenteriDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan HakAsal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
22. Peraturan MenteriDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
23. Peraturan MenteriDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
24. Peraturan MenteriDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
25. Peraturan MenteriDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
26. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 48);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005 – 2025.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2005 – 2025.
29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 10 Seri E No. 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 26 Seri E No. 15);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 13);
33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 17 Seri E No. 16);
34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita  Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015Nomor 53 Seri E No. 47),Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita  Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016Nomor 3 Seri E No. 3);
35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 4 Seri E No. 4);
36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 16 Seri E No. 15);
37. Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 82 Seri E No. 49 );
38. Peraturan Bupati kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 3 Seri E No. 3);
39. Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 4 Seri E No. 4);
40. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 6);
41. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Syah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6);
42. Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 26);
43. Peraturan Bupati Kendal Nomor 71 Tahun 2017 tentang Standarisasi Biaya dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kendal Tahun 2018(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor Nomor 72);
44. Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 73);
45. Peraturan Desa Pucuksari Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pucuksari Kecamatan Weleri Tahun 2022 - 2028 (Lembaran Desa Pucuksari Tahun 2023 Nomor 02);
46. Peraturan Desa Pucuksari Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pucuksari Kecamatan Weleri Tahun 2024 (Lembaran Desa Pucuksari Tahun 2023 Nomor 03);
47. Peraturan Desa Pucuksari Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ,Desa Pucuksari Kecamatan Weleri Tahun 2024 (Lembaran Desa Pucuksari Tahun 2023 Nomor 06);
48. Peraturan Desa Pucuksari Nomor 05 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Desa Pucuksari Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ,Desa Pucuksari Kecamatan Weleri Tahun 2024 (Lembaran Desa Pucuksari Tahun 2024 Nomor 05);
Dengan Kesepakatan  Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUCUKSARI
dan

KEPALA DESA PUCUKSARI
MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERATURAN DESA PUCUKSARI TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024
BAB I

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kendal.

4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kendal.
5. Desa adalah desa dan desa adat, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Kades adalah Kepala Desa di Daerah.

9. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
10. Badan  Permusyawaratan  Desa  adalah  lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
	BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

	


	Uraian Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut  : 



	
	SILPA TAHUN 2023 Rp.            0,-

	(1)
	Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp  2.916.768,-   dengan rincian sebagai berikut  : 

	
	a.
	Anggaran pendapatan setelah perubahan
	Rp. 1.613.516.880,-
	

	
	b.
	Realisaasi 
	Rp. 1.610.600.112,-
	

	
	Selisih lebih / (kurang)
	
	Rp.  2.916.768 ,-

	
	
	
	

	(2)
	Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 24.988.012,-  dengan rincian sebagai berikut  : 

	
	a.
	Anggaran belanja setelah perubahan
	Rp. 1.541.516.880,-
	

	
	b.
	Realisaasi 
	Rp. 1.516.528.868,-
	

	
	Selisih lebih / (kurang)
	
	Rp.24.988.012,-

	
	
	
	

	(3)
	Selisih anggaran dengan realisasi surplus/difisit sejumlah Rp. (22.071.244,-) dengan rincian sebagai berikut  : 

	
	a.
	Surplus/defisit setelah perubahan
	Rp.   72.000.000,-)
	

	
	b.
	Realisaasi 
	Rp.   94.071.244,-)
	

	
	Selisih lebih / (kurang)
	
	Rp.(22.071.244,-)

	
	
	
	

	(4)
	Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0 - dengan rincian sebagai berikut  : 

	
	a.
	Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan
	Rp.                   0,-
	

	
	b.
	Realisaasi 
	Rp.                   0,-
	

	
	Selisih lebih / (kurang)
	
	Rp.        0 , -

	

	(5)
	Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.  0- dengan rincian sebagai berikut  : 

	
	a.
	Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan
	Rp.     72.000.00,-
	

	
	b.
	Realisaasi 
	Rp.     72.000.000,-
	

	
	Selisih lebih / (kurang)
	
	Rp.        0-

	
	
	
	

	(6)
	Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp.  - dengan rincian sebagai berikut  : 

	
	a.
	Anggaran pengeluaran pembiayaan neto  setelah perubahan
	Rp.  (72.000.000,-)
	

	
	b.
	Realisaasi 
	Rp.  ( 72.000.000,-) 
	

	
	Selisih lebih / (kurang)
	
	Rp.        0,-

	
	
	
	

	(7)
	Sisa Lebih Penggunaan Anggaran SILPA Tahun Berjalan sejumlah Rp. 22.071.244, - dengan rincian sebagai berikut  : 

	a.

Anggaran Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa)

Rp.                 0,-

b.

Realisasi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa)

Rp.     22.071.244

Selisih lebih/(Kurang)

Rp. 22.071.244,-

Pasal 3

	Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari  : 


	1.
	Lampiran  I   
	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2024;


	2.
	Lampiran  II
	Laporan Kekayaan  Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran 2024.



	3.
	Lampiran  III
	Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa Tahun Anggaran 2024;

	Pasal 4

	Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini


BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini  dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

	Telah di Evaluasi  Bupati/walikota

a.n. Camat .......

ttd

(...............................................)
	Ditetapkan di Pucuksari
Pada tanggal :     Januari  2024
KEPALA DESA PUCUKSARI
SUCIPTO MULYO


Diundangkan di Pucuksari
pada tanggal  :      Januari 2025
SEKRETARIS DESA
PUCUKSARI
SISWADI
LEMBARAN DESA PUCUKSARI TAHUN 2025 NOMOR 1
BERITA  ACARA 

Nomor : 1 / I /2025
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD 

DESA PUCUKSARI KECAMATAN PUCUKSARI
KABUPATEN KENDAL
TENTANG 

PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

TAHUN ANGGARAN 2024
	Pada hari              tanggal             bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh empat, kami yang bertandatangan dibawah ini  :



	1.
	SUCIPTO MULYO  
	:
	Kepala Desa,  dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pucuksari yang beralamat di  Pucuksari,  selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

	
	
	
	

	2.
	BAMBANG EDI SUTOYO   
	:
	Ketua BPD Desa Pucuksari


	3.
4.


	SAEFUL YAHYA 
ARIS BUDI UTOMO
	:
	Wakil Ketua BPD Desa Pucuksari

Sekretaris BPD Desa Pucuksari
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Pucuksari, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

	

	Menyatakan bahwa   : 



	1.
	PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  ( APBDesa ) Tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.



	2.
	PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  ( APBDesa ) Tahun Anggaran 2024 Sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Barita Acara ini.


	3.
	Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  (APBDesa) Tahun Anggaran 2024 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Barita Acara ini selambat- lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah ditandanganani Berita Acara ini.


	4.
	PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat selambat- lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.



	Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



	Pucuksari,      Januari 2025     



	KEPALA DESA PUCUKSARI
SUCIPTO MULYO
	
	KETUA BPD 

DESA  PUCUKSARI
BAMBANG EDI SUTOYO 

	
	
	

	
	
	WAKIL KETUA BPD 

DESA  PUCUKSARI
SAEFUL YAHYA 

	
	
	SEKRETARIS BPD 

DESA  PUCUKSARI
ARIS BUDI UTOMO

	
	
	


